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ABSTRAK 
 
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (Field research) yang berjudul 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya”. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). 
bagaimana pemanfaatan barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 2). 
bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai di Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif 
analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang dimulai dengan 
mengemukakan secara khusus adanya pemanfaatan barang gadai di Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya kemudian dianalisis dengan teori hukum islam tentang 
Islam tentang riba. 
Hasil penelitian mengemukakan bahwa adanya pemanfaatan barang gadai 
di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya ini terjadi secara sepihak dan tidak 
pernah ada kesepakatan di awal transaksi gadai tersebut. Pihak penerima gadai 
memakai barang tersebut untuk pergi belanja dan  hanya untuk mengambil 
keuntungan yang sama dengan penggadai, dimana penggadai mendapat 
keuntungan yakni mendapatkan uang yang ia butuhkan. 
Hukum adanya pemanfaatan barang gadai dalam transaksi gadai di Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya ini adalah menurut hukum Islam tidak boleh, 
karena dalam pemanfaatan barang gadai terdapat adanya tindakan-tindakan yang 
menyimpang dari salah satu kedua belah pihak tersebut yaitu dimana pihak 
penerima gadai menggunakan barang gadai untuk kepentingan individu atau 
pribadi. Sehingga adanya pemanfaatan barang gadai ini dilarang dalam hukum 
Islam karena memanfaatkan barang atau mengambil keuntungan dari barang gadai 
tersebut termasuk riba. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis 
menyarankan: bagi pihak penerima gadai harus bersikap jujur dan bertanggung 
jawab dan selalu mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi 
gadai. Bagi pihak penggadai harus bisa berpegang teguh kepada ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat dalam transaksi gadai. Selain itu, harus mempercayai 
bahwa akad yang dilakukan tersebut memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi 
karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. 
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Ajaran agama Islam membagi bagian tentang manusia menjadi 
beberapa ajaran baik dalam bidang ‘ubudiyyah (ajaran tentang hukum 
ibadah kepada Allah swt) yang terkait ajaran-ajaran tentang shalat, puasa, 
haji, dan zakat, yang menerangkan tentang hubungan antara manusia dan 
Tuhannya. Dan ajaran pokok lainnya terkait dengan hubungan antar 
manusia lainnya yang dinamakan dengan muamalah. Muamalah 
merupakan aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia 
dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan 
sosial kemasyarakatan. 
Secara garis besar muamalah terkait dengan dua hal, Pertama, 
muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang pertalian dengan 
materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang 
kedua, muamalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dihubungkan 
oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan yang dinamakan sosial.1 
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam 
masyarakat. Sebagian makhluk sosial, dalam hidupnya manusia 
memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam
                                                          
1Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu’amalah (Yogyakarta: UII Press, 2000), 4. 
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 masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan 
satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.2 
Dalam kehidupan bermasyarakat kehidupan manusia sangat beragam, 
tentunya tidak terlepas dari masalah muamalah yang selalu dilakukan, 
seperti adanya jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain 
sebagainya. Hubungan antara satu manusia dan manusia lain dalam 
memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan 
kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.3 
Di mana hak yang harus diperhatikan dan kewajiban yang harus 
dijalankan oleh setiap manusia. Untuk mempertahankan kelangsungan 
hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah 
yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek 
lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi 
atau praktik gadai untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan 
hidupnya. 
Bagi masyarakat mendengar kata gadai bukanlah hal yang aneh, 
mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada 
dalam agama Islam. Gadai dalam bahasa arab diistilahkan dengan rahn 
yang secara etimologi mengandung pengertian menggadaikan, 
merungguhkan.4 Menurut istilah bahasa (lughah) berarti tetap, kekal dan 
                                                          
2 Ibid. 
3 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogykarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47. 
4 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Cet I (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur’an, 
1983), 148. 
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jaminan.5 Dalam definisi lainnya, rahn atau gadai menurut bahasa disebut 
dengan al-thubut dan al-habsu yaitu penepatan dan penahanan. Dalam 
Islam, rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam 
tanpa adanya imbalan jasa. Secara etimologi, rahn berarti tetap dan lama, 
yakni tetap atau berarti pengekangan dan keharusan. Menurut terminology 
syara’, rahn berarti “penahanan terhadap suatu barang dengan hak 
sehimgga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”6 
Adapun dasar hukum penggadaian syariah ini yaitu : 
Dasar Hukum Al-Qur’an  
اََما َنُِمتؤا ىِذَّلا ِ دَُؤيلَف اًضَعب مُكُضَعب َنَِما نِاَف َهّٰللا ِقَّ َتيلَو َهتـَنهَّب َ   
Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang saya, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. Al-
Baqarah: 283).7 
Jumhur ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan, gadai ini 
dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga 
sulit ketika pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan 
sebagai barang kepercayaan hutang. 
Rasulullah pernah mencontohkan praktik gadai dengan cara 
menggadaikan baju besinya ketika beliau ingin membeli makanan kepada 
orang yahudi. Sejalan dengang perkembangan zaman dan beraneka ragam 
kebutuhan manusia, maka gadai saat ini bukan hanya pakaian saja akan 
tetapi segalam macam harta benda yang dapat digadaikan sebagaimana 
                                                          
5 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12. Cet VIII (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 139. 
6Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),159. 
7Departemen Agama RI Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: Yasasan Penyelenggaraan 
Penterjemah Al-Quran, 1971), 216. 
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yang sering dilakukan oleh masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya. 
Pemanfaatan barang gadai Hukum tentang pengambilan manfaat atas 
barang gadai menurut ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda 
mengenai hal tersebut. Para ulama madzhab mempunyai syarat-syarat dan 
ketentuan tersendiri dalam hal hukum pemanfaatan barang gadai. Penulis 
memaparkan secara singkat tentang pemanfaatan barang gadai menurut 
empat madzhab. 
pertama, menurut madzhab Hanafi, mengatakan tidak boleh bagi 
pemberi gadai (rahn) memanfaatkan barang gadai dengan cara 
bagaimanapun kecuali dengan izin penerima gadai (murtahin), sedangkan 
penerima gadai (murtahin) tidak halal mengambil manfaat apapun dari 
barang gadai dengan jalan apapun walaupun diizinkan oleh yang 
menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba.8 
Kedua, menurut madzhab Maliki, mengatakan pemberi gadai (rahn) 
tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun 
mendapatkan izin dari penerima gadai (murtahin), sedangkan penerima 
gadai (murtahin) tidak mensyaratkan pengambilan manfaat barang, karena 
akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat.9 
Ketiga, menurut madzhab Syafi’i, mengatakan pemberi gadai (rahn) 
berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia 
adalah pemiliknya, sedangkan penerima gadai (murtahin) tidak boleh 
                                                          
8 Abdurrahman Al- Jaziri, Al-Fiql Ala Madzahibil Arba’ah, Juz II (Bairut : Dar Al- Kutub Al- 
Ilmiyah, 2003), 300. 
9 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Juz V. 255. 
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mengambil manfaat apapun dari barang gadai bila hal tersebut disyaratkan 
dalam akad. 
Keempat, menurut madzhab Hambali, mengatakan pemberi gadai 
(rahn) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin 
penerima gadai (murtahin), sedangkann penerima gadai (murtahin), boleh 
memanfaatkan barang gadai apabila barang gadai berupa hewan yang 
dapat ditunggangi dan diperah susunya.10 
Pemanfatan barang gadai oleh rāhin pada dasarnya tidak boleh 
terlalu lama memanfaatkan barang gadai, sebab hal itu akan menyebabkan 
barang gadai hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil 
faedah ketika berlangsung rahn.11 
Berdasarkan uraian diatas bahwa setiap madzhab memiliki pendapat 
sendiri-sendiri dalam menyikapi hukum pemanfaatan barang gadai, dari 
keempat madzhab tersebur ada yang mempunyai kesamaan dan ada pula 
yang bertentangan. 
Praktik Gadai di “Pulo TegalSari” Wonokromo Surabaya  sangat 
berbeda dengan gadai atau penggadaian yang pada umumnya, gadai yang 
terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Wonokromo Surabaya ini 
berbeda, karena di dalam praktiknya banyak sekali masyarakat lebih 
memilih menggadaikan barangnya kepada orang yang sudah dikenal 
seperti saudara,tetangga, teman dekat, atau bisa juga disebut dengan 
penggadaian secara individu. 
                                                          
10 Ibid. 
11 Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II, 68. 
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Pihak A (penggadai) melakukan penggadaian kepada pihak B 
(penerima gadai) dengan jaminan sepeda motor vario 2015 dengan 
pinjaman uang Rp. 3.000.000,-, lalu pihak B memberikan sejumlah uang 
yang dibutuhkan pihak A tersebut dan menerima barang jaminan pihak A 
tersebut, lalu pihak B juga meminta uang tambahan sekitar Rp. 100.000,- 
untuk biaya perawatan barang jaminan tersebut seperti bensin,cuci sepeda 
motor dan lainnya.12 
Dalam praktik tersebut barang gadai yang digadaikan oleh pihak A 
(penggadai) kepada pihak B (penerima gadai) dipakai oleh pihak B sesuai 
jangka waktu tertentu atau waktu yang ditentukan oleh pihak A, akan 
tetapi tentang pemakaian barang gadai tersebut tidak dijelaskan diawal 
akad atau di awal perjanjian bahwa barang tersebut boleh dipakai atau 
tidaknya, namun yang terjadi pada praktik gadai di Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya tersebut barang gadai yang semestinya hanya 
dirawat saja oleh pihak B, pihak B juga memakai barang tersebut untuk 
kepentingan pribadi atau kepentingan seacara individu, dan memanfaatkan 
tanpa sepengetahuan pihak A. Dalam praktik penggadaian  disini waktu 
pelunasan barang ditentukan oleh pihak A.13 Dalam praktik ini pihak A 
merasa mendapatkan kerugian karena ada sesuatu yang mengganjal pada 
sepeda motornya setelah selasai di gadaikan. 
Dalam penelitian ini penyusun memilih masyarakat yang 
menggunakan sistem gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya 
                                                          
12 Desir (Pemberi Hutang), Wawancara, Surabaya, 20-09-2019. 
13 Rosi (Penggadai), Wawancara, Surabaya, 22-09-2019. 
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sebagai objek penelitian gadai karena letaknya yang strategis sehingga 
banyak penggadai yang menggadaikan barangnya dengan melakukan 
praktik diatas. Berdasarkan latar belakang di ada, maka penyusun tertarik 
untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk diangkat menjadi sebuah 
topik penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Pemanfaatan Barang Gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya” 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
a. Identifikasi Masalah 
Dari permasalahan permasalahan yang dapat diidentifikasi diatas 
kiranya harus dicarikan jawabannya dari masalah-masalah tersebut dan 
menyeselesaikannya untuk dapat menjadi sebuah karya tulis yang baik. 
Untuk itu objek kajian yang dituangkan kedalam skripsi ini 
diindentifikasikan pada hal-hal berikut : 
1. Konsep gadai dalam hukum Islam 
2. Konsep pemanfaatan barang dalam hukum Islam 
3. Praktik gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya  
4. Pemanfaatan barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya 
5. Pemanfatan barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya 
6. Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya.\ 
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b. Batasan Masalah 
Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan 
suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu : 
1. Pemanfaatan barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
2. Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai di Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
 
C. Rumusan Masalah   
Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pemanfaatan barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya?  
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai 
di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya?\ 
 
D. Kajian Pustaka  
Dalam penelusuran yang berhasil penulis lakukan terhadap 
khazanah kajian terdahulu, ditemukan 3 (tiga) naskah skripsi yang 
meletakkan praktik penggadaian sebagai objek pokok kajiannya. 
Pertama, pada tahun 2011 Ade Tri Cahyani, berasal dari Jakarta, 
menulis skripsi ini dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap 
Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok”. 
Dalam penelitian ini Ade Tri Cahyani menggunakan teori gadai atau rahn, 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
10 
 
 
dalam penelitian ini lebih menitik tekankan pada tinjauan hukum Islam 
terhadap gadai yang sama sekali tidak ada perjanjian atau akad diawal, 
seperti uang tambahan dan masalah-masalah lainnya yang akan terjadi. 
Hasil atau kesimpulan dari skripsi ini adalah mekanisme gadai di 
Kecamatan Tapos Kota Depok ini pada dasarnya seluruh kasusnya telah 
memenuhi syarat dan rukun menurut syar’I, tetapi di masyarakat 
Kecamatan Tapos Kota Depok ini yang sering terjadi adalah akad gadai 
yang tidak sempurna atau belum sesuai dengan syariat Islam. Gadai 
menggunakan barang hutang, hal seperti ini juga sering terjadi di 
masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok.14 
Kedua, pada tahun 2014 Ahmad Irsyadul Ibad, berasal dari malang, 
menulis skripsi dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi 
Komparatif Fiqh Empat Madzhab”. Dalampenelitian ini Ahmad 
Irsyadul Ibad menggunakan teori gadai atau rahn, dalam penelitian ini  
lebih menitik tekankan pada Pemanfaatan Barang Gadai menurut 4 
(empat) madzhab. Hasil atau kesimpulan dari skripsi ini adalah 
perbandingan barang gadai oleh rahin dalam fiqh empat madzhab ada 
persamaan dan perbedaan.15 
Ketiga, pada tahun 2015 Bagus Hermawan, berasal dari yogyakarta 
menulis skripsi ini dengan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap 
                                                          
14Ade Triyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat Kecamatan 
Tapos Kota Depok, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, 2011. 
15Ahmad Irsyadul Ibad, Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif FIqh Empat Madzhab), 
Skripsi, Fakultas Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 
Malang, 2014. 
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Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon 
Panggungharjo, Sewon, Bantul”. Dalam penelitian ini Bagus Hermawan 
teori gadai atau rahn, dalam penelitian lebih menitik tekankan pada 
tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan barang gadai di perusahaan 
atau lembaga penggadaian yang melibatkan pihak ke 3 dimana orang 
tersebut bukanlah orang perusahaan melainkan orang di luar perusahaan 
dengan praktiknya, dimana pihak ke 3 memberi uang kepada pihak yang 
mempunyai perusahaan atau lembaga penggadaian tersebut lalu pihak ke 3 
tersebut menggunakan barang gadai tersebut.16 
Jadi menurut penulis, dari tiga karya tulis diatas mempunyai 
persamaan dengan penulis yakni sama-sama menggunakan teori gadai, 
namun menurut penulis juga ada perbedaan dengan kajian yang akan 
penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini. Perbedaan antara tiga karya 
tulis diatas dengan penulis yakni adanya praktik gadai yang dilakukan di 
perorangan bukan diperusahaan, selain itu juga adanya pemanfaatan 
barang gadai hak milik bukan barang gadai yang masih terikat dengan 
hutang, dan di skripsi penulis juga tidak terikat dengan adanya  pihak ke 
3. Penulis akan mengkaji tentang pemanfaatan barang gadai yang terdapat 
dalam praktik gadai di  pulo tegalsari wonokromo surabaya dan segi-segi 
yang akan diperhatikan dalam penelitian lapangan ini adalah praktik 
penggadaian, pemanfaatan barang gadai dalam praktik gadai, dan 
                                                          
16Bagus Hermawan,Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent 
Krapyak Kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015. 
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menganalisis penggunaan barang gadai tersebut dengan menggunakan 
hukum Islam yaitu Gadai atau Rahn. 
Ringkasnya, meskipun ada karya tulis terdahulu yang membahas 
tentang gadai namun sisi yang disentuh maupun prespektif yang 
digunakannya sama sekali berbeda dengan yang akan dielaborasi penulis 
dalam kajian ini. Jadi, kajian ini jelas bukanlah pengulangan atau plagiat 
atas kajian tersebut 
 
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 
ingin dicapai adalah sebagai berikutnya : 
1. Untuk mengetahui gadai di Pulo Tegalsari Kecamatan Wonokromo 
Surabaya. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan barang 
gadai di Pulo Tegalsari Kecamatan Wonokromo Surabaya. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang-kurangnya 
untuk dua hal, antara lain sebagai berikut : 
a. Aspek keilmuan: hasil studi ini dapat menambah dan memperkarya 
khazanah, khususnya tentang pratik gadai dan pemanfaatan barang 
gadai yang terjadi di dalamnya selama itu dapat dijadikan 
perbandingan dalam penyusun peneliti selanjutnya. 
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b. Aspek Terapan: hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pertimbangan dan bahkan sebagai penyuluhan secara komunikatif, 
informative dan edukatif. 
 
G. Definisi Operasional  
Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Pemanfaatan Barang Gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya”. 
Guna untuk mendaptkan gambaran yang lebih jelas dan tidak terjadi 
kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul diatasa, 
maka perlu dijelaskan arti kata berikut : 
 
 
 
Hukum Islam 
 
Peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan yang berkenaan dengan 
kehidupan berdasarkan al-Quran, al-
hadis dan pendapat ulama’ Fiqh 
khususnya teori gadai. 
 
 
 
 
Gadai  
 
Suatu barang yang dijadikan 
peneguhan atau penguat kepercayaan 
dalam utang piutang yang terjadi di 
Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya.17 
 
                                                          
17 Sulaiman Rasyid, Fiqh islam (Jakarta: attahiriyah), 295. 
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Pemanfaatan Barang Gadai 
 
Jadi yang dimaksud pemanfaatan 
barang gadai di Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya   adalah barang 
yang telah digadaikan oleh sang 
pemilik kepada orang yang telah 
memberinya pinjaman, lalu penerima 
gadai atau yang memberinya pinjaman 
memanfaatkan atau menggunakan 
barang tersebut, seperti memakai, 
barang gadai berupa sepeda motor di 
Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya 
untuk keperluan jalan-jalan atau 
keluar, kerja. 
 
 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara 
mengakomodasi segala data yang terkait, diantaranya: 
1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya, lokasi ini di gunakan sebagai lokasi penelitian karena di 
lokasi tersebut merupakan tempat terjadinya pemanfaatan barang gadai 
tersebut. 
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2. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah mengenai pemanfaatan barang gadai 
dalam praktik gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
3. Data yang dikumpulkan 
Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Tentang praktik Pemanfaatan barang gadai di Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya. 
b.Tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap pemanfaatan  
barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
4. Sumber Data  
Ada beberapa jenis dan sumber data yang telah digunakan untuk 
mendapatkan data. Pada penelitian ini jenis dan sumber data di bagi 
menjadi dua yaitu, antara lain: 
a. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung 
pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.18 Adapun sumber 
primer yang penulis gunakan sebagai berikut: Penerima gadai , orang 
yang menggadaikan, barang yang digadaikan, praktik penggadaian. 
Penulis mengambil 5 sampling dalam penelitian ini, Penggadai yang 
menggadaikan barangnya kepada pemberi hutang yang ada di Pulo 
Tegalsari, Wonokromo Surabaya. 
                                                          
18 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91. 
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b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 
langsung diperoleh oleh peniliti dari subjek penelitian.19 Adapun 
sumber sekunder yang penulis gunakan sebagai berikut: 
1. Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), 
2014. 
2. Harun, MH, Fiqh Muamalah, 2017. 
3. Yusnedi Ahmad, Gadai Syariah, 2015. 
4. Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia: konsep, 
implentasi, dan institusionalisasi, 2007. 
5. Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 2008. 
6. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 1987. 
7. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, 1989. 
8. Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini 
5. Teknik Pengumpulan Data. 
Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk 
memperleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang 
mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan di paparkan 
dalam penulisan hukum ini meliputi : 
a. Teknik Pengamatan (Observasi) 
Yang pengamatan yang dilaksanakan secara langsung untuk 
dapat mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari obyek 
                                                          
19 Ibid. 
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penelitian serta dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.20 
Yang diamati dalam penelitian ini adalah pemanfaatan barang 
gadai. 
b. Wawancara (Interview) 
Yaitu proses pengumpulan data melalui proses tanya jawab 
lisan sehingga timbul komunikasi langsung dengan responden, dan 
diharapkan mendapatkan data yang benar-benar orisinil.21 
Wawancara tersebut dilakukan dengan subyek penelitian yaitu Para 
penerima gadai, Penggadai, dan Toko Agama secara 
semiterstruktur dan menggunakan pedoman wawancara (guide of 
interview) yang dianggap dapat memberikan informasi mengenal 
adanya pemanfaatan barang gadai dalam praktik penggadaian. 
c. Dokumentasi 
Salah satu teknik pngumpulan data yang dilakukan dengan 
mengumpulkan berbagai dokumen yang telah diperoleh dari 
berbagai sumber tentang pemanfaatan barang gadai dalam praktik 
gadai, dengan tujuan agar memudahkan untuk mencari referensi 
yang sesuai dan mendukung dalam rangka melaksanakan analisa. 
Dokumen ini berupa buku-buku literature. 
6. Teknik Pengelolaan Data 
Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, 
maka dilakukan anilisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 
                                                          
20 Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina Aksara, 
1989), 127. 
21 Ibid. 
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a. Editing adalah memeriksa dan mengindentifikasikan data-data 
yang didapat, baik dari segi kelengkapan, serta kejelasan makna 
yang diperoleh dari proses penelitian, seperti hasil wawancara 
dengan subyek penelitian yang telah didapat di lapangan. 
b. Coding adalah proses peninjauan atas data-data yang telah 
terkumpul, untuk membedakan antara data yang sesuai dan yang 
tidak sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan dianalisis 
oleh penulis, sehingga membentuk klasifikasi yang tepat dalam 
materi pembahasan. 
c. Organizing adalah perencanaan penelitian yang akan dilakukan, 
hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian yaitu 
tentang adanya pemanfaatan barang gadai, guna mendapatkan data 
knkret dari lapangan. Serta memilah-memilih dan menyusun 
kembali data-data yang terkumpul untuk di analisis. 
7. Teknik Analisis Data 
Teknik yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode 
kualitatif-deskriptif. Metode analisis data deskriptif merupakan salah 
satu dari jenis-jenis metode penelitian. Metode penelitian dekriptif 
bertujuan untuk mengumpulkan informasi actual secara rinci yang 
melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa 
kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau 
evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam 
menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka 
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untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan 
datang. 
Dengan demikian metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk 
melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu 
atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. 
Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), akan tetapi juga 
memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi tetapi juga organisasi. 
Metode penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori, 
bukan menguji teori. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan 
suasana alamiah.22 
Setelah itu penelitian melakukan analisis hukum Islam dengan 
Menggunakan logika induktif yaitu analisis yang dimulai dengan 
mengemukakan secara khusus permasalahan tentang adanya 
pemanfaatan barang gadai dalam praktik gadai, kemudian dianalisis 
dengan teori hukum fiqh muamalah tentang gadai dan pemanfaatan 
barang gadai. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Pembahasan karya ilmiah mememerlukan suatu bentuk penulisan 
yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran yang jelas, terarah 
serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. 
Penelitian dalam skripsi ini disusun menjadi sebagai berikut : 
                                                          
22 Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Sahabat Cendekia), 251. 
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Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab Kedua, adalah pembahasan tentang gadai, pembahasan ini 
terdiri dari, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, 
sifat gadai, macam-macam gadai, pendapat para ulama tentang 
pemanfaatan gadai,berakhirnya gadai. 
Bab Ketiga, merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan 
oleh penulis di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. Yang meliputi : 
gambaran umum Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, tentang praktik 
gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, pemanfaatan barang gadai 
dalam praktik di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya,  
Bab Keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap 
pemanfaatan barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, yang 
meliputi: analisis pemanfaatan barang gadai dalam praktik gadai di Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya, analisis praktik hukum Islam terhadap 
pemanfaatan barang gadai dalam praktik gadai di Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya. 
Bab Kelima, berisi tentang penutup, yang meliputi kesimpulan dan 
saran. 
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BAB II 
GADAI DALAM ISLAM 
 
A. Gadai Dalam Islam 
1. Pengertian Gadai (Rahn)  
  Gadai atau dalam bahasa Arab rahn menurut arti bahasa berasal 
dari kata: rahana-rahnan yang sinonimnya: a) thabata, artinya tetap, b) 
dama, artinya kekal atau langgeng, c) habasa, artinya menahan.
1 Secara etimologi, rahn berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti 
pengekangan dan keharusan. Menurut terminology syara’, rahn berarti 
“penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehimgga dapat dijadikan 
sebagai pembayaran dari barang tersebut”2 
  Menurut ulama Hanafiyah rahn adalah menjadikan barang sebagai 
jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, 
baik seluruhnya ataupun sebagainnya. Menurut ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah rahn adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang 
bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa 
melunasi utangnya. Menurut ulama Malikiyah rahn adalah harta pemilik yang 
dijadikan sebagai jaminan hutang yang memiliki sifat mengikat.3 
 
                                                          
1Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amza, 2010), 286. 
2Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),159. 
3Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 
144. 
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 Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai 
adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atau suatu 
barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang 
berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas orang 
yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan 
kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang 
bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang 
berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.  
 Dalam ketentuan Hukum Adat pengertian gadai adalah menyerahkan tanah 
utnuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si 
penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan 
menebusnya kembali.4 
 Pasal 20 ayat 14 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
mendifinisikan, “Rahn/gadai adalah pengguasaan barang milik peminjam oleh 
pemberi pinjaman sebagai jaminan”5 
 Dari definisi diatas pada dasarnya mengandung makna yang sama, yakni 
gadai menurut bahasa adalah tetap atau penahanan, sedangkan menurut istilah 
menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ 
untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh 
atau sebagian utang dan benda yang digadaikan. Sederhananya bisa dijelaskan 
bahwa rahn ialah sejenis atau semacam jaminan hutang atau gadai. 
                                                          
4Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 61. 
5Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 193. 
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2. Dasar Hukum Gadai atau Rahn 
a. Al-Quran  
 ُدَِجت ْمَلَو ٍرَفَس َٰىلَع ُْمتْنُك ْنِإَو ٌةَضُوبْقَم ٌناَهَِرف ًاِبتاَك او  ۖ  ِْنإَف  َنَِمأ  ُضَْعب ْمُك 
اًضَْعب  ِ دَُؤيْلَف يِذَّلا  َنُِمتْؤا  َُهَتناََمأ  ِقَّتَيْلَو  َهَّللا  ُهَّب َ   ۖ  َلَو اوُُمتَْكت  َّشلا َ َداَه   ۖ 
 ْنَمَو اَهُْمتْكَي  ُهَِّنإَف  ٌمِثآ  ْلَق ُُهب  ۖ  ُهَّللاَو اَِمب  َنُولَمَْعت ميِلَعٌ.  
Artinya : “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah  
ada barang yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya  (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikannya persaksian dan barang siapa yang berdosa hatinya 
dan Allah swt maha mengetahui apa yang kamu kerjakan  ” (QS. Al-
Baqarah: 283).6 
Berdasarkan ayat diatas, bahwa jika melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan muamalah yang tidak secara tunai, dan dilakukan 
ketika saat perjalan dan tidak ada seseorang sama sekali yang mampu 
menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang oleh pihak berpiutang sebagai jaminan7 
 
 
 
b. Hadits 
                                                          
6 Departemen Agama Ri Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 
Penterjemah Al-quran, 1971), 216. 
7 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125 
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 ٍبِحاَص ْنِم ُنْه َّرلا ُقِلَْغَيل .م.ص ِهللا ُلوُس َ  ََلق :َلاَق َ َريَرُه ِْيَبأ ْنَع
 ىطقَادلا هاوَ( ُهُمَرَغ ِهَْيلَعَو ُهَُمنَغ ُهَل يِذَّلا)مكاحلاو 
“Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW. bersabda, “Tidak hilang 
suatu gadaian dari tuannya yang menggadaikan keuntungannya buat dia 
dan kerugian diatasnya”8 
Adapun hadits terhadap pemanfaatan barang gadai oleh murtahin 
 ُنْه َّرلا َُقلُْغَيلهُمْرُغ ِهَْيلَعَو ُهُمْنُغ ُهَل ،ُهَنَه َ  يِذَّلا ِهِبِحاَص ْنِم  
“Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (rahin) yang 
memiliki pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggung jawab atas 
kerusakan dan biayanya. (HR. Daruquthni dan Hakim dan perawinya dapat 
dipercaya (istiqah).9 
  Apabila murtahin mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal 
yang merugikan kepada rahin, misalnya tambahan atau manfaat borg untuk 
murtahin, maka menurut qaul yang azhhar di kalangan  Syafi’iyah, syarat 
dan akad gadai menjadi batal.10 
c. Ijma 
Para ulama telah sepakat bahwa rahn itu boleh dan mereka tidak 
pernah mempermasalahkan kebolehannya. Demikian pula dengan landasan 
hukumnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional 
No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 juni 2002 dinyatakan bahwa, 
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam 
                                                          
8 Ibid.  
9Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amza, 2010), 309. 
10 Ibid. 
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bentuk rahn diperbolehkan. Jumhur ulama berpendapat bawah rahn 
disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian.11 
d. Kaidah Fiqih  
 لص لاميرحتلا يلع ليل دلا لدي يتح ةح ابلا ءايش لا يف 
“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang 
menunjukkan keharamannya”12 
 
 
3. Rukun dan Syarat Gadai atau Rahn 
Rukun Gadai atau Rahn antara lain: 
a. Akad/ Sighat ijab-qabul 
b. Dua pihak yang melakukan transaksi: yaitu penggadai (rahin) dan yang 
menerima gadai (murtahin) 
c. Barang yang dijadikan jaminan Agunan (al-marhun) 
d. Ada utang (al-marhun bih)13 
Syarat Gadai atau Rahn  
Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad rahn yaitu 
berakal, baligh, wujudnya marhun yang dipegang sebagai jaminan oleh 
murtahin. Di samping syarat-syarat lain dari rahn atau gadai yang harus 
dipenuhi secara hukum fiqh, di antaranya yaitu: 
a. Cakap bertindak hukum 
                                                          
11 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah) (Surabaya: UIN SA Press, 
2014),124. 
12 Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II, 63. 
13 Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 100. 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
26 
 
 
b. Syarat sighat (lafal), yaitu ucapan/lafal yang dibarengi dengan syarat 
tertentu.14 
Menurut Sayyid Sabiq, gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi 
empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, barang yang digadaikan sudah 
ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan/ 
dipegang oleh penggadai. Dalam rahn disyaratkan beberapa syarat berikut: 
1. Persyaratan Aqid, kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-
ahliyah. Menurut ulama Syafi’iyah ahliyah adalah orang yang telah sah 
untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan 
harus baligh. Menurut ulama selain hanafiyah, ahliyah dalam rahn seperti 
pengertian ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan 
oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh15 
2. Syarat Sighat, ulama hanifiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn  
tidak boleh memakai syarat atau dikaitan dengan sesuatu. Adapun menurut 
ulama selain Hanafiyah, syarat dalam rahn ada yang sahih dan yang rusak. 
Uraiannya sebagai berikut : 
a. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga: 
1) Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar 
sehingga jaminan tidak disita. 
                                                          
14Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: IMTIYAS, 2017),123. 
15 M. Noor Harisudin, Fiqih Muamalah 1 (Mangli: Pena Salsabila, 2014), 83. 
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2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan 
agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. 
Syarat seperti itu, tetapi akadnya sah. 
3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan 
merugikan murtahin. 
b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua, yaitu 
rahn sahih dan rahn fāsid.Rahn fāsid adalah rahn yang didalamnya 
mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau 
dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang 
harus berada dibawah tanggung jawab rahin. 
c. Ulama Hanabila berpendapat seperti pendapat ulama malikiyah di atas, 
yakni rahn terbagi dua, sahih dan fāsid. Rahn sahih adalah rahn yang 
mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.16 
3. Syarat Marhun (Borg) 
Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rāhn. Para 
ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhūn sebagaimana persyaratan 
barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk 
memenuhi hak murtahin. 
Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain: 
a. Dapat diperjualbelikan  
b. Bermanfaat   
                                                          
16 Ibid. 
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c. Jelas 
d. Milik rahin 
e. Bisa diserahkan 
f. Tidak bersatu dengan harta lain 
g. Dipegang (dikuasi) oleh rahin 
h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan17 
Mengenai al-marhūn (benda yang dijadikan jaminan utang) pada 
prinsipnya seluruh fuqaha sepakat bahwasanya setiap harta benda (al-māl) 
yang sah diperjual-belikan sah pula dijadikan sebagai jaminan utang.18 
4. Marhūn bih (utang) 
Marhūn bih adalah hak yang diberikan kepada rāhin. Ulama 
Hanafiyyah memberikan beberapa syarat, yaitu: 
a. Marhūn bih hendalaklah barang yang wajib diserahkan yakni rahin, 
karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang 
dijaminkan. 
b. Marhūn bih memungkinkan untuk dibayar 
c. Hak atas marhun bih harus jelas19 
 
 
 
                                                          
17Rachmat Syafe’I,Fiqih Muamalah, 165. 
18 Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 
177. 
19Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II, 65. 
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5. Kesempurnaan Rahn (memegang barang) 
Secara umum ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima 
barang adalah syarat rahn, yang didasarkan pada firman Allah swt. QS. 
Al-Baqarah : 283 
 ٌةَضُوبْقَم ٌناَهَِرف ًاِبتاَك اُودَِجت ْمَلَو ٍرَفَس َٰىلَع ُْمتْنُك ْنِإَو  ۖ  ِْنإَف  َنَِمأ  ُضَْعب ْمُك 
اًضَْعب  ِ دَُؤيْلَف يِذَّلا  َنُِمتْؤا  َُهَتناََمأ  ِقَّتَيْلَو  َهَّللا  ُهَّب َ   ۖ  َلَو اوُُمتَْكت  َّشلا َ َداَه   ۖ 
 ْنَمَو اَهُْمتْكَي  ُهَِّنإَف  ٌمِثآ  ْلَق ُب ُه  ۖ  ُهَّللاَو اَِمب  َنُولَمَْعت ميِلَعٌ.  
Artinya : “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang saya, maka hendaklah  ada 
barang yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai 
itu menunaikan amanatnya  (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa 
kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikannya persaksian dan barang siapa yang berdosa hatinya 
dan Allah swt maha mengetahui apa yang kamu kerjakan  ” (QS. Al-
Baqarah: 283).20 
Namun demikian, diantarapara ulama terjadi perbedaan pendapat. 
Jumhur ulama selain Malikiyyah, berpendapat bahwa memegang (al-
qabdu) bukan syarat sah rahn, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika 
barang belum dipegang oleh murtahin, akad bisa dikembalikan lagi. 
Sebaliknya, jika rāhin sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi 
lazim, dan rahin tidak boleh membatalkan secara sepihak. Golongan ini 
mendasarkan pendapat mereka pada ayat di atas. Selain itu, rahn adalah 
akad yang membutuhkan qabul, yang otomatis harus memegang marhūn. 
                                                          
20 Departemen Agama Ri Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 
Penterjemah Al-quran, 1971), 216. 
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Ulama Malikiyyah, berpendapat bahwa memegang marhūn adalah syarat 
kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama 
Malikiyyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Akan 
tetapi, murtahin harus meminta kepada rāhin barang yang digadaikan, jika 
tidak memintanya atau merelakan borg (marhūn) ditangan rāhin, rahn 
menjadi batal.21 
6. Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Syarat Rahn 
Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat, rahn, antara lain : 
a. Marhūn (Borg) harus utuh, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa borg 
harus utuh, tidak boleh bercerai-berai. Di antara alasannya adalah rahn 
harus tetap berada di tangan orang yeng telah memberikan utang dan 
hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang. 
b. Marhūn (Borg) yang berkaitan dengan benda lainnya, ulama 
Hanafiyah berpendapat tidak sah jika borg berkaitan dengan benda 
lain, misalnya borg buah yang masih di pohon. 
c. Gadai utang, para ulama Malikiyyah berpendapat bahwa utang tidak 
boleh dijadikan borg sebab tidak termasuk harta yang tampak. Adapun 
menurut ulama Malikiyyah utang boleh dijadikan borg sebab utang 
termasuk sesuatu yang dapat dijual. 
                                                          
21 Ibid.  
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
31 
 
 
d. Gadai barang yang didagangkan atau dipinjamkan, para ulama imam 
madzhab sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang 
dipinjam boleh dijadikan borg. 
e. Menggadaikan barang jaminan, pada dasarnya barang yang digadaikan 
haruslah milik rahin.  Namun demikian, para imam madzhab 
membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin 
pemilik.    
f. Gadai tirkah (harta peninggalan jenazah), ulama Hanafiyah, ulama 
Malikiyyah, dan Hanabilah membolehkan gadai dengan tirkah jika 
jenazah telah terbebas dari utang. 
g. Gadai barang yang cepat rusak, ulama Hanabilah berpendapat bahwa 
menggadaikan barang yang cepat rusak dibolehkan jika borg tersebut 
dimungkinkan akan kuat.  
h. Menggadaikan kitab, ulama Hanafiyah, Malikiyyah, dan yang paling 
masyhur dari golongan Syafi’iyah membolehkan untuk menggadaikan 
Al-Quran dan kitab-kitab hadits atau tafsir. 
Sebaliknya, ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan 
Al-Quran tidaklah sah sebab Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan. 
Akan tetapi, dibolehkan menggadaikan kitab hadits atau tafsir kepada 
seorang kafir sekalipun apabila kitab-kitab tersebut dipegang oleh 
orang muslim yang adil.22 
 
                                                          
22 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 169. 
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B. Hal-Hal Yang Terkait Dengan Gadai 
1. Macam-Macam Rahn 
 Terdapat dua jenis akad rahn yang umumnya dikenal di dalam 
khazanah Islam yaitu : 
a. Rahnḫiyazi adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan, di mana 
barang sebagai jaminan (marhun) dalam penguasaan pemberi utang. 
Artinya posisi marhūn dalam rahn hizayi berada di tangan pemberi 
utang  
b. Rahn takmīni atau rahn rasmi adalah akad rahn atas barang bergerak 
di mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan sedangkan 
fisik barang masih berada dalam penguasaan rahin sebagai penerima 
hutang.23 
2. Sifat Pengadaian  
Sifat umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma 
sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai 
(murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada 
rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. 
Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan 
sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, 
pinjam-meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad tabarru’ 
                                                          
23 Ibid. 
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(derma) yang dikatakan sempurna setelah memgang (al-qabdu), “sesuai 
kaidah tidak sempurna tabarru’, kecuali setelah pemegang”.24 
Pendapat Abu Hanifah tentang penggadaian termasuk beban atas 
barang gadaian untuk suatu batas pinjaman. Sebagai contoh sehelai kain 
seharga Rp. 100.000 digadaikan seharga Rp.100.000 pemegang gadai tidak 
dapat dituntut oeh penggadai jika barang gadaian hilang di tangan 
pemegang gadai. Akan tetapi, dia harus berunding dengan penggadai 
mengenai bayaran sisa dari sebagian utang itu, misalnya Rp. 50.000 
sekarang kain tersebut bernilai Rp. 50.000 dan akan dibayar kepada 
penggadai atau memegangnya sebagai amanah apabila kain tersebut 
bernilai lebih dari jumlah peminjaman. 
Pendapat Imam Syafi’i, tanggungan adalah amanah yang dipegang 
oleh pemegang gadai maka semua sisa utang penggadai harus dibayar jika 
tanggungan hilang di tangan pemegang gadai. Hal tersebut berdasarkan 
hadits Nabi saw, bahwa harta gadaian tidak boleh dihilangkan dan inilah 
yang disebut ghum karena fungsi kegunaannya bagi penggadai dan 
merupakan kerugian bagi pemegang yang disebut ghurm. Imam Syafi’I 
menegaskan bahwa tanggungan yang diberikan kepada pemegang gadai 
sebagai hak milik tetap pada penggadai yang kelak akan ditebus oleh 
penggadai. Sebagai pemilik, penggadai berhak menggunakan barang 
gadaian dan bertanggung jawab atas kerugiannya.25 
                                                          
24 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 160. 
25Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, 192. 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
34 
 
 
Pendapat Imam Hanafi berdasarkan hadits Nabi saw, sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh Anas bahwa penggadaian adalah untuk 
mendapatkan kembali barang yang sudah digadaikan. Hadits Nabi saw, 
mengatakan bahwa gadaian tidak boleh dihilangkan. Ini tidak bermaksud 
bahwa tanggungan adalah amanah dalam tangan pemegang gadai, tetapi 
yang dimaksud dengan perkataan Nabi saw adalah bahwa penggadaian 
haruslah ditebus kembali demi keadilan sebagaimana yang berlaku saat ini  
Kami mencoba mnjelaskan pandangan ahli-ahli fiqh untuk lebih 
mempertegas sifat-sifat penggadaian berdasarkan hukun Islam. 
Penggadaian atau tanggungan sesungguhnya adalah untuk kepentingan 
utang dan tanggungan merupakan pembatasan untuk berutang.26 
 
3. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai atau Rahn 
Pembahasan mengenai pemanfaatan barang gadai atau rahn ini 
terkait dengan wewenang penggunaan barang agunan oleh kedua belah 
pihak (rahn dan murtahin). Dalam hal ini rahin atau murtahin lebih berhak 
memanfaatkan barang agunan. Ulama berbeda pandangan dalam masalah 
ini. Dalam hal rahin yang memanfaatkan barang, pandangan ulama terbagi 
menjadi dua kelompok. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahin tidak 
boleh memanfaatkan barang yang dijadikan agunan. Namun mereka 
memberikan perkecualian yaitu apabila murtahin memberikan izin 
kepadanya, maka dia (rahin) dapat menggunakan (memanfaatkan) barang 
                                                          
26 Ibid.  
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tersebut. Adapun ulama Syafi’iyah berpendapat sebaliknya, yaitu rahin 
sebagai pemilik barang boleh memanfaatkan selama tidak memudharatkan 
murtahin. Arti memudharatkan yang dimaksud adalah apabila barang 
tersebut menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi.27 
Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan 
tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apa pun jenis 
dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, 
kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi 
penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau 
jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi 
kalangan Hanafiyah, karena hak menahan barang gadai tersebut berada di 
tangan penerima gadai. 
Kalangan Hanabilah berpendapat senada dengan kalangan 
Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan 
untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. 
Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di tangan 
penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak 
boleh memanfaatkannya.28 
Kalangan Malikiyyah lebih ekstrim, bagi pihak yang 
menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, meskipun pihak 
penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima 
gadai itu membatalkan gadai. Bagi Malikiyyah, memang manfaat barang 
                                                          
27Qamarul Huda,Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 96. 
28Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, 198. 
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gadaian menjadi hak bagi pemilik barang, namun, ia harus 
menyerahkannya kepada penerima gadai. Sementara kalangan Syafi’iyah 
berpendapat bagi pihak pemilik barang berhak atas manfaat barang 
miliknya. Apa yang dihasilkan barang gadaian juga menjadi hak pemilik 
barang. 
Masalah yang kedua adalah mengenai pemanfaatan barang gadai 
oleh penerima gadai. Jumhur ulama, kecuali kalangan Hanabilah tidak 
memperbolehkan penerima gadai untuk memnafaatkan barang gadai.  
Kalangan Hanafiyah berpendaat bahwa penerima gadai tidak 
diperbolehkan  memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali 
mendapatka izin dari pemilik barang. Apabila pihak penerima gadai 
memanfaatkannya, maka hukumnya sama dengan gasab. Menurut 
sebagian Hanafiyah apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan 
mengizinkan, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya secara 
mutlak. Sebagian mereka juga mengharamkan pemanfaatan barang gadai 
oleh penerima gadai apabila disyaratkan dalam akad.29 
Kalangan Malikiyyah berpendapat, pemilik barang atau pihak yang 
menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi penerima 
gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila utang dalam akad gadai 
tersebut utang jual beli. Bila utang tersebut adalah utang qard, maka tidak 
boleh. 
                                                          
29 Ibid.  
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Pendapat kalangan Syafi’iyah secara garis besar sama dengan 
pendapat kalangan Malikiyyah. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan 
barang gadaian. 
Kalangan Hanabilah berpendapat, apabila barang gadaian 
merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka 
penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang 
menggadaikan, karena barang gadaian dan apa yang dihasilkannya adalah 
milik pihak yang menggadaikan. Apabila barang gadaian membutuhkan 
perawatan dan pemeliharaan, seperti binatang ternak, maka pihak 
penggadai boleh memanfaatkannya. 
Pemanfatan barang gadai oleh rāhin pada dasarnya tidak boleh 
terlalu lama memanfaatkan barang gadai, sebab hal itu akan menyebabkan 
barang gadai hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil 
faedah ketika berlangsung rahn.30 
4. Berakhirnya Akad Gadai atau Rahn 
Rahn (gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai 
berikut: 
a. Marhun (borg) diserahkan kepada pemiliknya 
b. Dipaksa menjual marhun (borg) 
c. Rahin melunasi semua utangnya 
d. Pembebasan utang  
e. Pembatalan rahin dari pihak murtahin 
                                                          
30 Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II, 68. 
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f. Rahin meninggal 
g. Marhun (borg) rusak 
h. Tasarruf dan Marhun (borg)31 
  
                                                          
31 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah,  179. 
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BAB III 
PEMANFAATAN BARANG GADAI DI PULO TEGALSARI 
WONOKROMO SURABAYA 
A. Gambaran Umum Geografis Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya  
1. Letak Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya 
Pulo Tegalsari ialah sebuah desa yang berada di kecamatan 
Wonokromo, kelurahan Wonokromodi kota Surabaya Jawa Timur, 
wilayah Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya merupakan salah satu 
sebuah desa dimana desa ini terletak di kota Surabaya kecamatan 
Wonokromo, provinsi Jawa Timur. 
Adapun batas-batas wilayah di sekitar Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya itu ialah: 
a. Sebelah utara : Joyoboyo 
b. Sebelah timur : Jalan raya wonokromo 
c. Sebelah Utara : Jalan wonokromo 
d. Sebelah barat  : Gang pa
Kecamatan wonokromo berdiri pada tahun 1950, kecamatan 
Wonokromo dibagi menjadi 6 kelurahan yaitu: 
a. Kelurahan Ngagel 
b. Kelurahan Ngagel Rejo 
c. Kelurahan Darmo 
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d. Kelurahan Sawunggaling  
e. Kelurahan Wonokromo 
f. Kelurahan Jagir1 
Kecamatan Wonokromo mempunyai 6 kelurahan, secara umum 
Kecamatan Wonokromo luas wilayah 8.47 km. 
2. Sekilas Keadaan Sosial Masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya 
Gambaran sosial masyarakat digunakan untuk memberikan 
gambaran tentang dinamika kehidupan masyarakat Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya. Hal ini diharapkan agar dapat digambarkan 
tentang kondisi banyaknya masyarakat, keagamaan, serta pendidik 
para masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
Jumlah keseluruhan masyarakat di Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya ialah 6000 orang2, dengan pembagian sebagai berikut:  
a. Jumlah masyarakat berdasarkan yang sudah berumur 40% di Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
b. Jumlah masyarakat berdasarkan remaja atau dewasa 45% di Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
c. Jumlah masyarakat berdasarkan masih dibawah umur 15% di Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
                                                          
1 Wikipedia, Wonokromo Surabaya, (12 November 2019). 
2Rokhim (Pak RW), Wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 12-01-2019. 
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d. Jumlah masyarakat berdasarkan jenis kelamin laki-laki 40% di Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
e. Jumlah masyarakat berdasarkan jenis kelamin perempuan 60% di 
Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
f. Jumlah masyarakat berdasarkan agama 90% Islam 10% Kristen di  
Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
Dari hasil presentase tersebut dapat dilihat kondisi Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya. Dari segi agama mayoritas Islam dan 
dari segi banyak penduduk ialah penduduk yang masih remaja atau 
sudah dewasa seperti SMP dan SMA, berdasarkan jenis kelamin 
mayoritas perempuan. 
3. Gadai atau rahn Di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
Gadai atau rahn merupakan transaksi tukar menukar barang yang 
terjadi di kalangan masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 
berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. gadai ini dilakukan karena 
adanya kebutuhan atau keperluan masyarakat, sehingga terjadi hubungan 
yang saling melengkapi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. 
Dengan adanya gadai tersebut di dalam kehidupan masyarakat, bisa 
membantu kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi. 
Di dalam proses gadai ini penggadai dan penerima gadai wajib 
melakukan akad terlebih dahulu. Karena tanpa adanya suatu akad 
penggadaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan dengan 
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prinsip-prinsip syariah. Akad di dalam penggadaian ialah rukun yang 
pertama yang harus dilakukan sebelum penggadaian. Selain akad tersebut 
syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh penggadai dan 
penerima gadai sebelum melakukan penggadaian. 
Adanya penggadaian ini dilakukan antara penggadai dan penerima 
gadai yang sudah melakukan kesepakatan di awal,  dimana penggadai 
memberikan harga barang miliknya misalnya seharga Rp. 3.000,000 maka 
pihak penerima gadai akan memberikan uang yang telah ditentukan oleh 
penggadai. Dengan adanya penggadaian ini penggadai dan penerima gadai 
sama-sama mendapat keuntungan, dimana keuntungan tersebut penggadai 
menerima uang dan penerima gadai menerima barang yang sudah 
digadaikan oleh penggadai.  
4. Manfaat Gadai  
Manfaat dalam gadai banyak sekali baik bagi masyarakat yang 
sedang membutuhkan kebutuhan yang belum terpenuhi, manfaat dalam 
gadai diantaranya ialah: 
a. Masyarakat bisa lebih cepat mendapat uang  
b. Masyarakat tidak akan kehilangan barang yang telah dirawat  
c. Solusi paling mudah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan  
d. Menghindari kerdit dan sewa modal 
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e. Kepemilikan barang tidak akan berpindak tangan3 
 
B. Mekanisme Gadai atau Rahn Di Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya  
Di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya sering sekali terjadi 
transaksi gadai  dengan cara menggadaikan sepeda motor dan mobil, 
transaksi gadai seperti ini biasa digunakan oleh masyarakat yang 
mempunyai kebutuhan atau ekonomi yang kurang. 
Selama masa gadai yang terjadi di masyarakat Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya hak pemegang barang tersebut berada dalam kuasa 
penerima gadai dan mereka yang berkuasa memegang barang gadai 
tersebut pada umumnya memanfaatkan barang gadai tersebut untuk 
kehidupan sehari-hari. Sehingga hal tersebut berdampak pada kerusakan 
barang gadai tanpa adanya tanggung jawab dari penerima gadai, walaupun 
dengan perjanjian atau tidak ada perjanjian dan kebutuhan penggadai yang 
mendesak yang menjadikan penerima gadai selalu ingin mengambil 
kesempetan untuk memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa memikirkan 
kerusakan. 
Dengan ini penulis mencoba untuk mencari fakta terkait tata cara 
atau mekanisme gadai yang dilakukan di Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya, yang penulis temukandi beberapa kelurahan yang berada di 
wilayah Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
                                                          
3 Sahabat Penggadai, 5 Manfaat Gadai Bagi Masyarakat, ( 7 September 2018), 03. 
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1. Transaksi gadai yang dilakukan oleh ibu Nurul (penerima gadai) dan 
bapak Arif (penggadai) pada tanggal 04 September 2019. 
Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Nurul 
selaku penerima gadai, bapak Arif selaku  penggadai yang seorang 
pegawai swasta (guru SMP) pada waktu itu menggadaikan sebuah 
sepeda motor milikinya untuk mendapatkan uang untuk keperluan 
yang sangat mendesak, bapak Arif datang kepada ibu Nurul untuk 
meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian 
ibu Nurul memberikan pinjaman tersebut kepada bapak Arif dengan 
jaminan sepeda motor tersebut. Bapak Arif berjanji kepada ibu Nurul 
dengan secara lisan bahwa uang yang di pinjam akan di kembalikan 
dalam jangka waktu 3 bulan, namun ibu Nurul menegaskan bahwa jika 
jangka waktu lebih dari itu sepeda motor yang digadaikan tersebut 
akan dijual atau sudah menjadi hak milik ibu Nurul dan ibu Nurul 
meminta uang tambahan sebesar Rp.  150.000 (seratus lima puluh ribu 
rupiah) uang tersebut digunakan untuk biaya perawatan barang gadai 
tersebut, akan tetapi sebelum jangka waktu tersebut habis ibu Nurul 
menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari.4 
 
 
                                                          
4 Nurul (Penerima Gadai), Wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 08-10-2019. 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
44 
 
 
2. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Kusnul (penerima gadai) 
dan bapak Rifki (penggadai) pada tanggal 16 Juli 2019.  
Menurut wawancara yang di lakukan dengan bapak Kusnul 
selaku penerima gadai, pada saat itu bapak Rifki selaku penggadai 
sangat membutuhkan uang untuk hal yang sangat mendesak lalu bapak 
Rifki datang ke tempat pendiaman atau rumah bapak Kusnul dan 
meminjam uang dengan memberikan jaminan sepeda motor miliknya 
dengan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) lalu bapak 
Kusnul memberikan pinjaman tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam 
juta rupiah) tersebut dengan jaminan yang diberikan bapak Rifki yakni 
sepeda motor, tanpa adanya batas waktu yang telah ditentukan, bapak 
Kusnul juga meminta uang tambahan untuk biaya perawatan barang 
gadai tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sebelumnya 
memang bapak Kusnul sedang membutuhkan sepeda motor tersebut 
untuk kebutuhan anaknya yang sedang kuliah, kemudian bapak Kusnul 
menerima barang gadai tersebut untuk dipakai keperluan anaknya yang 
sedang kuliah, barang gadai tersebut digunakan oleh anaknya kuliah 
sehari-hari tanpa sepengetahuan bapak Rifki.5 
 
 
                                                          
5 Kusnul (Penerima Gadai), Wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 10-10-2019. 
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3. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Akbar (penerima gadai) 
dan bapak Aziz pada tanggal 22 Agustus 2019 
Menurut wawancara yang di lakukan dengan bapak Akbar 
selaku penerima gadai, bapak Aziz selaku penggadai ialah seorang 
karyawan swasta pak Aziz membutuhkan uang untuk membayar 
kontrakan, karena keperluan mendesak tersebut pak Aziz akhirnya 
menggadaikan  sepeda motor tersebut dan meminjam uang dengan 
jumlah sebesar  Rp. 4.000.000, kepada pak Akbar dengan berjanji akan 
mengembalikan uangnya dalam tempo 3 bulan dengan perjanjian 
secara lisan dan sebagai jaminannya pak Aziz pun menyerahkan 
sepeda motor tersebut,  pak Akbar juga meminta uang tambahan untuk 
biaya perawatan sepeda motor yang telah dijadikan jaminan oleh bapak 
Aziz, pak Akbar meminta uang tambahan sebesar Rp. 150.000 (seratus 
lima puluh ribu rupiah), namun sebelum jangka waktu jatuh tempo pak 
akbar menggunakan sepeda motor milik pak Aziz tersebut untuk 
keperluan sehari-hari.6 
4. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Eko (penggadai) kepada 
bapak Amin (penerima gadai) pada tangga 23 September 2019 
Setelah melakukan wawancara yang dilakukan dengan bapak  
Amin selaku penerima gadai, pada waktu itu pak Eko selaku penggadai 
membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah anaknya yang 
                                                          
6 Akbar, (Penerima Gadai), Wawancara,Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 12-10-2019. 
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sudah menumpuk, pak Eko meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000 
kepada bapak Amin dengan jaminan sepeda motor, dan berjanji akan 
melunasi utang tersebut dalam waktu 2 bulan perjanjian tersebut 
dilakukan secara lisan, setelah pak Eko mengatakan hal tersebut pak 
Amin setuju dengan perjanjian tersebut dan pak Amin meminta uang   
tambahan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang 
tambahan tersebut digunakan untuk biaya perawatan barang gadai 
yang telah dijaminkan kepada bapak Amin. Kemudian sebelum jatuh 
tempo pembayaran/ pelunasan hutang bapak Amin menggunakan 
sepeda motor tersebut untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari7 
5. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Muhdor (penggadai) 
kepada bapak Asnawi (penerima gadai) pada tanggal 30 Agustus 2019  
Menurut wawancara yang dilakukan dengan  bapak Asnawi 
selaku penerima gadai, pada saat itu bapak Muhdor selaku penggadai, 
beliau datang kerumah saya ingin meminjam uang untuk keperluan 
pembayaran listrik yang sudah nunggak beberapa bulan, beliau 
meminjam uang kepada pak Asnawi sebesar Rp. 3.500.000 dengan 
jaminan sepeda motor , bapak Asnawi mensetujui hal tersebut dan 
bapak Asnawi meminjamkan uang sebesar yang dibutuhkan oleh 
bapak Muhdor, bapak Muhdor beliau berjanji akan membayar/ 
melunasi hutang dalam jangka waktu 2 bulan perjanjian tersebut 
dilakukan secara lisan, pada saat itu juga bapak Asnawi meminta uang 
                                                          
7 Amin, (Penerima Gadai), Wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 15-10-2019. 
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tambahan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) uang tersebut 
digunakan untuk biaya perawatan barang gadai, akan tetapi bapak 
Asnawi menegaskan jika tidak bisa melunasi hutang tersebut dalam 
jangka waktu yang ditentukan maka sepeda motor tersebut menjadi 
hak milik pak Asnawi, pada saat jatuh tempo bapak Muhdor belum 
bisa membayar hutangnya dalam jangka waktu yang ditentukan dan 
belum bisa membayar hutangnya/ mengambil barang miliknya tersebut 
lalu bapak Muhdor meminta keringan agar hutangnya tersebut akan 
dibayar setelah jatuh tempo ditentukan, akan tetapi bapak Muhdor 
pada saat itu melunasi hutangnya dengan cara berangsur angsur tiap 
bulan setelah jangka waktu yang ditentukan telah lewat, pada saat itu 
bapak Asnawi menggunakan sepeda motor tersebut untuk sehari- hari 
sebelum masa jangka waktu pelunasan hutang habis.8 
Dengan ini penulis mencoba untuk mencari fakta terkait 
pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya, yang penulis temukandi beberapa kelurahan yang berada di 
wilayah Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
1. Transaksi gadai yang dilakukan oleh ibu Nurul (penerima gadai) dan 
bapak Arif (penggadai) pada tanggal 04 September 2019. 
Menurut wawancara yang dilakukan oleh bapak Arif selaku 
penggadai memang benar pada waktu itu bapak Arif  meminjam uang 
                                                          
8Asnawi, (Penerima Gadai), Wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 20-10-2019 
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kepada ibu Nurul dan memang betul barang yang dibuat jaminan ialah 
sepeda motor milik pak Arif sendiri. Kemudian pas dengan jangka 
waktu pelunasan hutang alhamdulillah pak Arif bisa melunasi hutang 
tersebut dan mengambil barang jaminan tersebut, setelah mengambil 
barang miliknya tersebut pak Arif pulang dengan menggunakan sepeda 
motornya tersebut pada saat pulang pak Arif menyadari bahwa ada 
sesuatu yang menjanggal pada sepeda motor miliknya tersebut setelah 
sampai rumah pak Arif langsung mengecek dan ternyata memang 
benar prasangka pak Arif bahwa sepeda motor tersebut mesin 
dalamnya sudah rusak dan perlu service. Pak Arif tidak menyangka 
bahwa sepeda motornya tersebut telah dipakai oleh ibu Nurul. Lepas 
dari kejadian itu pak Arif sudah ikhlas karena menurut pak Arif 
memang itu resikonya kalau saya tidak menggadaikan/ meminjam 
uang kepada perum penggadaian.9 
2. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Kusnul (penerima gadai) 
dan bapak Rifki (penggadai) pada tanggal 16 Juli 2019.  
Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Rifki selaku 
penggadai mengatakan bahwa memang benar telah meminjam uang 
kepada bapak Kusnul, pak Rifki meminjam uang untuk keperluannya 
pada saat itu yang sangat mendesak sekali, pada waktu itu memang 
tidak diberi batasan untuk pelunasan hutang oleh bapak Kusnul. 
Kemudian bapak Rifki membayar dan menggambil sepeda motornya 
                                                          
9Arif, (Penggadai), Wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 16-02-2020 
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tersebut selama 4 (empat) bulan, lalu bapak Rifki pulang menggunakan 
sepeda motor yang memang dulunya dipakai untuk kesehariannya, pak 
Rifki mengatakan bahwa sebelum digadaikan  sepeda motor tersebut 
tidak terjadi apa-apa dan tidak ada goresan sedikitpun karena sepeda 
motor miliknya tersebut masih baru 8 (delapan) bulan beli, setelah 
diambil dari kediaman bapak Kusnul sepeda motor miliknya tersebut 
banyak goresan dan retakan seperti habis jatuh atau ditabrak, pak Rifki 
juga mengatakan bahwa masalah yang menimpa sepeda motornya 
tersebut sama sekali tidak di bahas saat pak Rifki mengambil 
barangnya, akan tetapi pak Rifki mengatakan dan menegaskan bahwa 
ini sudah resiko untuk saya.10 
3. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Akbar (penerima gadai) 
dan bapak Aziz pada tanggal 22 Agustus 2019 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Aziz selaku 
penggadai mengatakan bahwa pada waktu itu beliau memang pinjam 
uang kepada bapak Akbar untuk keperluan membayar kontrakan yang 
pada waktu itu sedang menumpuk, beliau meminjam uang dengan 
jaminan sepeda motor miliknya, setelah jangka  waktu 3 (tiga) bulan 
pak Aziz membayar hutang pak Aziz kepada bapak Akbar dan 
mengambil barang miliknya, setelah mengambil barang miliknya pak 
Aziz pulang, lalu setelah sampai rumah pak Aziz mengecek sekalian 
memang pada waktu itu pak Aziz ingin menservice sepeda motornya, 
                                                          
10Rifki, (Penggadai), Wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 16-02-2020 
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ketika pak Aziz mengecek sepeda motornya pak Aziz sedikit kesal 
karena sepeda motor yang ia miliki ternyata akinya rusak, pak Aziz 
ingin sekali mengatakan atau memberitahu kepada bapak Akbar akan 
tetapi tidak jadi dikarenakan pak Aziz mempunyai tanggapan bahwa 
ini memang resiko saya, ini juga saya meminjam uangnya ke tetangga 
saya bukan ke perum penggadaian, jadi mau tidak mau saya harus bisa 
menerima resiko ini.11 
4. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Eko (penggadai) kepada 
bapak Amin (penerima gadai) pada tangga 23 September 2019 
Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Eko selaku 
penggadai beliau mengatakan pada saat itu pak Eko meminjam uang 
ke  bapak Amin itu memang benar, beliau meminjam uang tersebut 
untuk biaya sekolah anaknya yang sudah menunggak beliau meminjam 
uang kepada bapak Amin menggunakan barang jaminan sepeda motor 
yang ia punya sebab menurut pak Eko cuman itu yang bisa digadaikan, 
alhamdulillah pak Eko bisa melunasi hutang tersebut selama jangka 
waktu yang ditentukan dan bisa mengambil sepeda motornya tersebut. 
Kemudian pada saat itu pak Eko sedang perjalanan pulang memang 
belum terasa  namun setelah dilihat-lihat dirumah dan seketika itu pak 
Eko memang sedang mencuci motor miliknya tersebut setelah dilihat-
                                                          
11Aziz, (Penggadai), Wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 18-02-2020 
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lihat ban sepeda motor milik pak Eko keadaannya sudah menipis dan 
sudah tidak layak pakai.12 
5. Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Muhdor (penggadai) 
kepada bapak Asnawi (penerima gadai) pada tanggal 30 Agustus 2019  
Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhdor 
selaku penggadai beliau mengatakan pada saat itu benar beliau 
meminjam uang kepada bapak Asnawi beliau meminjam uang tersebut 
untuk biaya perawatan anaknya yang sedang terbaring dirumah sakit, 
beliau meminjam uang dengan jaminan sepeda motor yang ia miliki 
tersebut, beliau mengatakan bahwa beliau pada waktu itu belum bisa 
melunasi hutang pada saat jangka waktu yang ditetapkan, akan tetapi 
bapak Muhdor datang kepada bapak Asnawi bahwa beliau meminta 
keringanan, sebab jika beliau tidak meminta keringanan tersebut 
sepeda motor bapak Muhdor bisa saja dijual oleh bapak Asnawi karena 
itu sudah kesepakatan diawal, sekitar 6 (enam) bulan lebih bapak 
Muhdor baru bisa melunasi hutangnya dengan cara berangsur-angsur 
setelah lunas hutang beliau, beliau mengambil sepeda motornya dan 
membawanya pulang, sebelumnya bapak Muhdor tidak tau menau jika 
sepada motor miliknya tersebut mesin dalam dan bannya butuh 
service, beliau tau jika sepeda motornya sudah rusak itu dari anaknya, 
                                                          
12Eko, (Penggadai), Wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 18-02-2020 
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lalu bapak Muhdor mengatakan bahwa hal tersebut sudah resiko bagi 
saya jadi ya harus saya terima.13 
C. Cara Pembayaran Dalam Gadai Di Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya  
Ada beberapa macam cara pembayaran dalam gadai di Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya yang dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai 
antara lain : 
1. Pembayaran secara langsung oleh penggadai atau secara kontan. 
Pembayaran secara langsung oleh penggadai maksudnya ialah ketika 
penggadai sudah jatuh tempo waktunya mengambil barang yang 
digadaikan atau jatuh tempo untuk membayar hutang  maka penggadai 
akan membayar secara  langsung dengan tunai tanpa adanya cicilan. 
2. Pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur atau secara nyicil. 
Pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur atau secara nyicil 
ialah ketika penggadai sudah jatuh tempo akan tetapi penggadai masih 
belum bisa membayar hutangnya secara lunas, maka penggadai 
membayar hutang tersebut dengan cara menyicil. Seperti misalnya, si 
A (penggadai) sudah jatuh tempo waktunya membayar hutang, si A 
mempunyai hutang Rp. 3.000.000 akan tetapi si A tidak mempunyai 
uang sebesar Rp. 3.000.000 tersebut maka si A melakukan pembayaran 
dengan cara mengangsur uang sebanyak hutangnya.  
                                                          
13Muhdor, (Penggadai), Wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 19-02-2020 
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Akan tetapi, di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya cara 
pembayaran gadai yang sering terjadi ialah pembayaran secara langsung 
atau kontan. dalam pembayaran seperti ini penggadai akan memberikan 
uang tambahan untuk biaya perawatan barang yang telah digadaikan, 
adanya uang tambahan ini sudah ada kesepakatan di awal yang telah 
disepakati bersama.  
Dari hasil wawancara dengan pak rosi selaku penggadai, uang 
tambahan ini ada karena penggadai merasa bahwa barang miliknya 
penggadai itu harus dirawat. Dengan memberikan uang tambahan kepada 
penerima gadai yang berjumlah Rp. 2.00.000 ini penggadai tidak merasa 
dirugikan.14 
D. Latar Belakang Terjadinya Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya  
Pemanfaatan gadai tersebut dilakukan karena berdasarkan latar 
belakang dan beberapa faktor tertentu. Beberapa faktor yang melatar 
belakangi dilakukannya pemanfaatan barang gadai antara lain ialah: 
1. Karena faktor ekonomi 
Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis bahwa pada umumnya 
masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya ini 65 % ialah 
pegawai swasta atau buruh. Mereka berasumsi bahwa menggadaikan 
barang miliknya kepada orang terdekatnya itu lebih mudah dan syarat 
yang tidak berbelit serta pelunasan hutang yang ditentukan sendiri, 
                                                          
14 Pak Rosi (penggadai), wawancara, Pulo Tegalsari Wonokromo, Surabaya.09-10-2019. 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
54 
 
 
berbeda dengan menggadaikan barang tersebut kepada pihak perum 
pengadaian atau lembaga penggadaian yang telah ditentukan syarat 
yang menurut mereka syarat tersebut berbelit-belit dan tidak bisa 
membuat perjanjian pelunasan hutang yang diinginkan sendiri,serta 
adanya bunga bagi masyarakat yang telat melunasi hutang. 
2. Karena faktor sosial 
Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis dapatkan dari 
masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, dapat penulis 
simpulkan setiap masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya 
setiap orang itu pasti saling membutuhkan. Bagi mereka yang 
menggadaikan barang miliknya kepada orang yang mereka kenal, atau 
sanak saudara itu lebih mudah dibandingkan dengan harus 
menggadaikan barang tersebut kepada perum penggadaian, karena 
menggadaikan kepada orang yang mereka kenal lebih mudah saat 
sedang dalam keadaan yang mendesak. Begitu juga dengan penerima 
gadai mereka juga tidak akan mungkin membiarkan sepeda motor milik 
orang penggadai diam saja atau dianggurin saja, sebab mereka juga 
mungkin ada dari salah satu keluarganya yang membutuhkan sepeda 
motor tersebut untuk digunakan dalam sehari-hari. Kejadian ini seperti 
adat kebiasaan masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. 
Karena sebab itu, praktik gadai seperti ini sudah sering terjadi di 
masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, praktik gadai seperti 
ini sulit untuk dihilangkan walaupun dalam praktek gadai tersebut ada 
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kerancuan mengenai pemanfaatan barang gadai yang disalah gunakan. 
Namun mereka tetap berpedoman untuk saling percaya dan saling 
tolong menolong. 
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG 
GADAI DI PULO TEGALSARI WONOKROMO SURABAYA 
A. Analisis Pemanfaatan Barang dalam Gadai atau Rahn menurut 
masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya 
Dalam gadai yang dilakukan oleh masyarakat Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya pelaksanaan pemanfaatan barang gadai di Pulo 
Tegalsari yaitu pihak penggadai menyerahkan barang jaminan tersebut secara 
langsung kepada pihak penerima gadai yang telah disepakati bersama. 
Sebelumnya dua belah pihak tersebut membuat suatu perjanjian atau akad. 
Dalam akad ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu 
oleh kedua belah pihak. Setelah akad tersebut telah disepakati oleh kedua 
belak pihak, maka timbul hubungan untuk saling melengkapi antara hak dan 
kewajiban masing-masing kedua belah pihak, dan untuk saling tolong 
menolong. Dalam gadai tersebut terdapat hal-hal yang boleh dilakukan dan 
hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus 
menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati bersama sesuai ketentuan dan 
prinsip-prinsip syariah. 
Berkaitan dengan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Pulo 
Tegalsari Wonokromo Surabaya dilakukan antara penggadai dan penerima 
gadai. Pihak penggadai dalam hal ini ialah pihak yang menggadaikan barang 
atau pihak yang berhutang pada saat itu. Sedangkan pihak penerima gadai 
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ialah pihak yang menerima gadai atau pihak yang mampu meminjamkan 
uangnya untuk seseorang yang sedang membutuhkan uang saat dalam keadaan 
mendesak. 
Dalam proses gadai yang dilakukan oleh masyarakat Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya, gadai yang sering dilakukan ialah gadai dimana pihak 
penggadai datang kepada pihak penerima gadai dengan membawa barang 
miliknya yang mempunyai harga jual, lalu pihak penggadai menyerahkan 
barang miliknya kepada pihak penerima gadai dan pihak penerima gadai 
mengambil barang tersebut lalu memberikan sejumlah uang yang sedang 
dibutuhkan oleh pihak penggadai. Cara pembayaran dalam gadai ini dilakukan 
ketika pihak penggadai sudah bisa membayar atau sudah jatuh tempo untuk 
membayar hutang dan mengambil barang miliknya tersebut, namun ketika 
penggadai belum bisa membayar atau belum waktunya jatuh tempo pelunasan 
hutang barang miliknya itu digunakan oleh pihak penerima gadai.   
Adanya pemanfaatan barang gadai  didalam gadai di Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya ini terjadi secara sepihak. Sehingga ketika pada saat 
akad atau perjanjian, pemanfaatan barang ini tidak ada di dalam perjanjian 
atau akad. Sehingga menurut pendapat masyarakat Pulo Tegalsari 
Wonokromo Surabaya adanya pemanfaatan barang gadai ini bukan termasuk 
riba atau mengambil keuntungan akan tetapi adanya hubungan timbal balik. 
Dalam proses  gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya sudah 
memenuhi semua ketentuan-ketentuan rukun dan syarat-syarat yang sudah ada 
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pada hukum Islam seperti, adanya pihak penggadai dan penerima gadai, 
adanya ijab dan qabul, adanya barang yang di bisa digadaikan atau yang 
mempunyai harga jual dan adanya nilai tukar pengganti barang. Gadai ini juga 
dikatakan sah karena tidak ada unsur-unsur yang menyimpang dari ketentuan-
ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang dalam Gadai atau 
Rahn di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya 
Sehubung dengan adanya pemanfaatan barang gadai dalam gadai yang 
berada di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya dalam analisis hukum Islam. 
Dalam gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya ini, pihak 
penggadai dan pihak penerima gadai sudah memenuhi syarat dan ketentuan-
ketentuan syara’. Baik itu rukun maupun syarat-syarat yang harus dilakukan 
seperti telah dijelaskan pada bab II (dua). Rukun dan syarat-syarat tersebut 
harus terpenuhi agar praktik gadai yang dilakukan tidak batal (gugur) atau 
tidak sah. 
Praktik gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya ini, sudah 
dikatakan sah (sahih) karena tidak ada penyimpangan dalam gadai tersebut. 
Hanya saja dalam gadai tersebut ada hal yang unik yaitu pemanfaatan barang 
gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai tanpa adanya kesepakatan 
bersama diawal  gadai tersebut  
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Pengambilan manfaat barang gadai boleh saja dengan syarat sekedar 
pengganti biaya perawatan, selama barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, 
apabila barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak 
memberikan  biaya perawatan maka pemegang barang atau penerima gadai boleh 
memanfaatkan barang tersebut, namun barang tersebut dimanfaatkan seimbang 
dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan atau untuk keperluan 
memelihara barang gadai saja. 
Hal ini dijelaskan dalam hadits: 
 اًنوُهْرَم َناَك َاذِإ ِهِتَقَفَِنب ُبَرُْشب َِ َّدلا ُنَبَلَو ًانوْهْرَم َناَك َاذِإ ِهَِتقَفَنِب ُبَكُْري ُرلْهَّظَلا
 َرْشَيو ُبَكْرَي يِذَّلا َىلَعَو ٌةَقَفَّنلا ُبَرْشَّنلا ُب 
“Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan nafkahnya 
(membayarnya) dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan 
nafkahnya. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib menafkahinya” 
Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa penerima gadai boleh 
menggunakan barang gadai dengan syarat harus seimbang dengan biaya yang 
dikeluarkan untuk biaya perawatan barang gadai tersebut. Tidak boleh berlaku 
zhalim dan membahayakan barang gadai tersebut. Barang gadai yang boleh 
dimanfaatkan ialah hanya hewan selain hewan tidak boleh dimanfaatkan 
kecuali sudah diberi izin oleh pihak penggadai. Hal ini sesuai dengan pendapat 
ulama Hanabilah  
Imam Hanabilah berpendapat jika barang gadai tersebut berupa hewan, 
maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, seperti 
mengambil susunya atau mengendarainya hal tersebut digunakan hanya untuk 
mengganti biaya perawatan barang gadai tersebut. Barang gadai yang boleh 
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dimanfaatkan ialah hewan, selain hewan tidak boleh kecuali atas izin 
penggadai.1 
Jadi menurut imam Hanabilah boleh saja penerima gadai memakai atau 
mengambil manfaat barang gadai tersebut asalkan barang gadai tersebut 
berupa hewan selain hewan tidak boleh, dan pemanfaatan barang gadai itu 
dibolehkan hanya untuk mengganti biaya perawatan barang gadai tersebut. 
Tetapi gadai yang terjadi di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya dari 
hasil penelitian penulis bahwa praktik gadai yaitu mengambil unsur 
pemanfaatan barang gadai yang berlebihan, sehingga pemanfaatan barang 
gadai tersebut dapat mengakibatkan kerusakan terhadap barang gadai tersebut 
yang nantinya bisa mengurangi nilai dari barang gadai. 
Seperti kasus bapak Desir (penerima gadai) dan bapak Rosi 
(penggadai) waktu itu pak rosi sedang membutuhkan uang Rp. 3.000.000, 
dengan jaminan sepeda motor vario 2015 dengan perjanjian pelunasan hutang 
akan dilunasi 3 bulan yang akan datang, sebelum masa jatuh tempo pelunasan 
pak desir menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan beliau selama 
sehari hari, setelah 3 bulan pak rosi datang untuk melunasi hutangnya dan 
mengambil barang miliknya, setelah mengambil barang miliknya tersebut, 
sampai rumah pak rosi kaget dikarenakan ban sepeda motor semakin menipis 
dan sudah tidak layak pakai. 
                                                          
1Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: AMZAH, 2010), 309. 
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Menurut ulama Malikiyah boleh memanfaatkan barang gadai jika 
diizinkan oleh penggadai atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai 
tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya 
secara jelas. Namun tetap saja barang gadai tidak boleh dimanfaatkan sebab 
belum pindak masa hak kepemilikan. pendapat ulama Malikiyah ini berbeda 
dengan ulama Syafi’iyah, ulama Syafi’iyah berpendapat walaupun sudah 
diizinkan oleh pihak penggadai tetap saja barang gadai tidak boleh 
dimanfaatkan karena jika pihak penerima gadai memanfaatkan barang gadai 
maka sama saja penerima gadai mengambil keuntungan dari barang gadai 
tersebut dan bisa juga dikatakan riba. Yang mana riba diharamkan oleh syara’2 
Pendapat menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima 
gadai tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang gadai tersebut 
sebab dia hanya berhak menguasai. 
Jadi menurut pendapat ulama Hanafiyah ialah peenerima gadai tidak 
boleh memanfaatkan barang gadai tersebut karena hak penerima gadai ialah 
hanya untuj mengawasi atau menjaga dan merawat barang tersebut agar tidak 
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti rusak. 
Mengambil keuntungan dan memanfaatkan barang gadai sama halnya 
dengan riba, seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Quran surah Ar-Ruum 
ayat 39: 
                                                          
2 Gufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 
178. 
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 ِم ُْمتَْيَتااَمَو ُتَْيَتااَمَو ِهللَادْنِع اُْوبْرَي َلاَف ِساَّنلا ِلاَوَْما ِيف اَُوبْرَيِ ل ًاب ِ َ  ْن ٍ وَك َ  ْنِم ْم
 .َنُْوفِعْضُمْلا ُمُه َكَِئُلاَف ِهللا َهْجَو َنُْودْيُِرت 
Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertmabah 
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa 
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, maka  (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang 
melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Ruum: 39)3 
Maksud dari terjemahan diatas ialah jika memberikan tambahan ketika 
pelunasan hutang lebih dari pokoknya. Dengan kata lain seseorang telah 
dipaksa untuk memberikan bunga dari nilai pinjaman, atau memanfaatkan dan 
mengambil keuntungan dari barang gadai atau dari barang jaminan, maka dari 
itu Allah berfirman harta yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak akan 
bertambah di sisi Allah swt, melainkan akan menjadi sebuah malapetaka bagi 
dirinya. 
Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami riba, sebab dimana 
setiap ada keuntungan yang didapatkan dari transaksi utang piutang, statusnya 
ialah riba. Keuntungan yang mereka maksud mencakup semua bentuk 
keuntungan. 
Sudah dijelaskan di dalam Bab II, pengertian gadai menurut bahasa 
ialah menangguhkan atau jaminan. Jadi gadai bukanlah termasuk akad 
pemindahan hak milik, akan tetapi sekedar jaminan untuk suatu utang piutang. 
Dimana barang gadai tersebut dijadikan jaminan untuk seseorang berpiutang. 
                                                          
3 Departemen Agama Ri Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 
Penterjemah Al-quran, 1971), 792. 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
63 
 
 
Gadai dalam hukum Islam pada dasarnya berlandaskan asas Ta’awwun 
atau tolong menolong dan tidak boleh mengambil keuntungan secara sepihak, 
hal ini ditegaskan dalam al-Quran surah Al-Maidah ayat 2: 
 َدِئَلاَقْلاَلَو َيْدَهْلاَلَو َماَرَحْلا َرْهَّشلاَلَو ِهللاَِرئاَعَش اْوُّلُِحتَل اُْونََما َنْيِذَّلا اَهَُّيأاَي
ا َتْيَبْلا َنْي ِ َماَلَو اُْوداَطْصاَف ُْمتْلَلَح َاذِاَو ًاناَوْض َِ َو مِِه ب ََّ  ْنِم ًلاْضَف َنُْوَغتْبَي َماَرَحْل
 اُْونَواََعتَو اُْوَدتَْعت َْنا ِماَرَحَلا ِدِجْسَمْلا ِنَع ْمُكْوُّدَص َْنا ٍمَْوق َُنأَنَش ْمُكَّنَمِرْجَيَلَو
 َلَع اُْونَواََعتَلَو ىَوْقَّتلاَو ِ ِربْلا َىلَع ُدْيِدَش َهللا َّنِا َهللا اُْوقَّتاَو ِناَوُْدعْلاَو ِمْثِْلا ى
 ِباَقِعْلا 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-
syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(menggangu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan 
jangan (pula) menggangu orang-orang mengunjungi baitullah sedang mereka 
mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi 
kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan 
tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya. 
(QS. Al-Maidah: 2)4 
Berdasarkan ayat diatas, apabila ada seseorang menolong orang lain 
dalam urusan yang tidak baik (maksiat) maka hal tersebut bukanlah 
merupakan pertolongan. Begitupun dengan peristiwa ini, jika ada seseorang 
yang menolong orang lain dalam urusan kebaikan tapi tidak sesuai dengan 
syariah, seperti memberikan pinjaman dengan memanfaatkan barang jaminan 
tersebut, maka hal seperti itu juga belum bisa dikatakan sebagai usaha tolong 
menolong dalam hukum Islam. Sebab hal tersebut bisa saja merugikan orang 
yang butuh pertolongan. 
                                                          
4 Departemen Agama Ri Al-Quran dan terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 
Penterjemah Al-quran, 1971), 220. 
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Dengan demikian gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya dalam 
hal pemanfaatan barang gadai dan mengambil keuntungan, walaupun niat 
awal pihak penerima gadai ini untuk menolong, akan tetapi pada kenyataannya 
pihak penerima gadai mengambil keuntungan dari barang gadai atau 
memanfaatkan barang gadai selama penggadai meminjam uang, dan lagi pihak 
penerima gadai menggunakan barang gadai tersebut memakai atau 
memanfaatkan barang gadai hanya untuk kepentingan individu bukan untuk 
kepentingan bersama, maka dalam  ini pandangan menurut penulis  gadai di 
Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya tersebut tidak sah dan gadai  tersebut 
mengandung unsur riba.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Pemanfatan barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya ini 
terjadi secara sepihak ketika pihak penggadai meminjam uang dengan 
jaminan barang yang mempunyai nilai jual beli lalu penerima gadai 
memberikan uang pinjaman tersebut kepada pihak penggadai dan 
mengambil barang tersebut, setelah itu sebelum jatuh tempo pelunasan  
pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan tersebut untuk 
kebutuhan sehari-hari  
2. Pemanfaatanbarang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, 
pada gadai ini kecenderungan dilakukan oleh pihak penerima gadai, 
pihak penerima gadai menggunakan barang gadai untuk kesehariannya 
sebab berawal dari akad  atau dari perkataan pihak penggadai yang 
sering kali berucap secara langsung maupun tidak langsung barang 
gadai tersebut boleh digunakan atau dimanfaatkan. Walaupun niat awal 
pihak penerima gadai tersebut untuk menolong, akan tetapi pihak 
penerima gadai sering pula mengambil manfaat atau keuntungan  dari 
barang gadai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan 
pribadi, seperti menggunakan sepeda motor milik penggadai untuk 
kepentingan pribadi,maka dari itu gadai seperti ini menurut hukum 
Islam adalah  riba. 
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B. Saran-Saran 
Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan 
beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan pemanfaatan barang 
gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya 
1. Dalam praktik gadai yang terjadi di Pulo Tegalsari Wonokromo 
Surabaya ini harus diperhatikan akadnya, akadnya harus sesuai dengan 
syariat Islam, karena dengan akad tersebut kita bisa mengetahui sah 
atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh pihak 
penggadai dan penerima gadai. Apabila akadnya saja salah maka bisa 
dipastikan praktik gadai tersebut tidak sah dan bisa saja merugikan 
pihak penerima gadai. 
2.  Lebih baik pihak penggadai menggadaikan barangnya atau meminjam 
uang kepada pihak atau perusahaan yang sudah pasti dan yang sudah 
berwenang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti 
adanya pemanfaatan barang gadai. Walaupun sanagt sulit dan 
berberbeli-belit setidaknya brang gadai tersebut aman dan tidak rusak 
serta dijaga secara baik oleh pihak atau lembaga gadai tersebut. 
3.  Bagi pihak penerima gadai yang memanfaatkan barang gadai tersebut, 
walaupun ada atau tidaknya perjanjian adanya pemanfaatan barang, 
lebih baik mulai melakukan praktik gadai sesuai dengan syariat Islam 
gunakan aturan-aturan yang sesuai dengan agama agar tidak 
merugikan orang lain atau masyarakat yang sedang membutuhkan 
pertolongan.’ 
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4. Untuk masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya dalam praktik 
ini harus bisa menerapkan prinsip ta’awwun ialah sifat tolong 
menolong, jangan sampai hal ini diabaikan sebab sangat penting sekali 
untuk praktik gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya
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